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Pesantren merupakan lembaga untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan penekanan pada moral dalam hidup bermasyarakat. Kebijakan adalah pengalokasian nilainilai  secara paksa/syah pada seluruh anggota masyarakat. Kesadaran hukum dalam penelitian ini adalah keadaan mengerti tentang hukum, dalam hal ini adalah struktur kepengurusan, keuangan, pendidikan, keamanan, pembangunan, kebersihan dan perkoperasian. Nampaknya dengan masih cukup  informasi mengenai banyak pelanggaran dari pihak santri tentang pentingnya hukum di kalangan pondok pesantren. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah ; (1), Bagaimana kesadaran hukum di Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidz Yan'buul Qur'an Kudus, (2), Indikator keberhasilan kebijakan Pemerintah Daerah Kudus, dalam penanaman kesadaran hukum, (3), Kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kudus dan Pondok Pesantren. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kepedulian, keberhasilan, kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagai indikator dalam penanaman terhadap kesadaran hukum Pondok Pesantren.
Penelitian ini menggunakan spesifikasi analisis kualitatif, yaitu analisis bertujuan menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dipahami..

Hasil   penelitian  menunjukkan   bahwa   tingkat   kesadaran   hukum santri cukup tinggi. Terbukti dengan adanya pelaksanaan struktur kepengurusan, keuangan, kependidikan, keamanan, pembangunan, kebersihan dan perkoperasian terhadap Kebijakan Pemerintah didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah Dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kab. Kudus, hal ini dapat diketahui dari hasil analisa data yang menggunakan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan  hal  tersebut  disarankan  bagi aparatur pemerintah diperlukan pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan dan menyususun kurikulum berkaitan dengan peraturan kebijakan hukum umum. Bagi santri pondok hendaknya mempertahankan kesadaran hukumnya. Bagi warga masyarakat hendaknya ikut berperan aktif perkembangan kegiatan dilingkungan Pondok Pesantren.
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